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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Dana bantuan Sosial (Bansos) adalah merupakan program yang diadakan 

pemerintah untuk membantu masyarakat dari resiko sosial yang terjadi karena 

faktor krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam. 

Pengawasan terhadap pengelolaan dana Bansos merupakan sebuah mekanisme 

yang penting sebagai wujud pengawasan terhadap penggunaan APBD di daerah 

Kota Yogyakarta. Pengawasan yang dilakukan diharapkan dapat mengontrol alur 

penggunaan keuangan Negara yang dilihat dari segi objek, subyek, proses, dan 

tujuan penggunaannya. Pengawasan terhadap keuangan negara memerlukan badan 

yang mempunyai fungsi untuk mewujudkan upaya pengawasannya, karena upaya 

pengawasan  tidak dapat dilepaskan dari adanya perangkat negara yang melakukan 

pengawas keuangan Negara. Dalam rangka pengawasan keuangan Negara yang 

ada didaerah, perangkat yang melakukan pengawasan terdiri dari pengawas 

external yakni Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan daerah provinsi, kemudian 

pengawas internal pemerintah yakni Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan; Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan dana Bansos di 

Kota Yogyakarta, untuk pengawasannya dilakukan sepenuhnya oleh Inspektorat 

Daerah Kota Yogyakarta. Pengawasan yang dilakukan bersifat administratif 

melalui pemeriksaan semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

pengelolaan dana Bansos dari SKPD terkait dan DPDPK. 
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2. Pengelolaan dana Bansos di Kota Yogyakarta tidak terlepas dari kendala-kendala 

yang timbul. Kendala yang timbul antara lain: 

2.1. Kendala yang bersifat teoretis, Pengawasan yang digambarkan dalam siklus 

anggaran (budget cyclus) terlihat seakan-akan tahapan yang terpisah, padahal 

pengawasan sebenarnya pengawasan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari setiap siklus anggaran. Pengawasan yang dilakukan 

Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta terhadap dana Bansos hanya 

dilaksanakan pada akhir setelah programnya telah dilaksanakan, Dalam arti 

pengawasan yang dilakukan lebih bersifat represif, padahal dalam 

pengelolaan keuangan negara sendiri membutuhkan pengawasan yang 

sifatnya preventif sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan keuangan 

negara. 

2.2. Kendala yang bersifat yuridis, pengaturan terhadap pelaksanaan tugas 

Inspektorat daerah Kota Yogyakarta sebagai pengawas internal pemerintah 

bertanggungjawab terhadap Walikota atas pengawasan pengelolaan APBD. 

Inspektorat Daerah dalam pengaturannya membantu Walikota dalam 

melakukan pengawasan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pengawas internal tidak independen dan cenderung tidak obyektif karena 

terikat hubungan struktural dengan Walikota. Dengan begitu inspektorat 

hanya melakukan pengawasan seadanya saja, karena dalam pengelolaan dana 

Bansos dilaksanakan berdasarkan keputusan dari walikota. 
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2.3. Kendala yang bersifat teknis operasional, pengawasan terhadap dana bansos 

tidak dapat dilakukan sepenuhnya dari awal hingga akhir, karena jika 

pengawasan dilakukan dengan cara melihat kondisi dari penerima dana 

Bansos satu persatu cenderung tidak efektif karena jumlah penerima yang 

banyak. Kemudian terhadap pengawasan terhadap pertanggungjawabannya 

terkadang sulit atau terlambat karena faktor keterlambatan dari penerima 

dana Bansos dalam meyampaikan laporan pertanggungjawaban dan faktor 

keterbatasan sumber daya manusia penerima bansos dalam menyusun 

laporan tersebut. 

3. Upaya untuk mengatasi kendala yang bersifat teoretis, yuridis dan teknis 

pelaksanaan, yakni melalui upaya pengawasan preventif terhadap pengelolaan 

dana Bansos, dalam arti pengawasan dari awal dilakukan dengan cara meneliti 

cukup pada dokumen daftar rencana penerima dana bantuan sosial yang ditetapkan 

setelah diajukannya proposal, sehingga Inspektorat Daerah Kota yogyakarta dapat 

melakukan tindakan pencegahan dengan cepat bila ada kejanggalan berupa data 

fiktif atau pelanggaran hukum lainnya dalam awal perencanaan program Bansos. 

Kemudian dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas, Inspektorat Daerah Kota 

Yogyakarta harus objektif dalam melakukan pegawasan meskipun terikat 

hubungan struktural dengan Walikota selaku kepala daerah dan tidak terpengaruh 

dari kepentingan pribadi atau pengaruh dari pihak manapun yang sifatnya politis. 

Mengenai pertanggungjawaban atas penggunaan dana Bansos. Disisi lain, agar 

laporan pertanggungjawaban dapat dilaksanakan dengan tepat waktu, maka 
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Inspektoral Daerah Kota Yogyakarta berkerjasama dengan kantor kelurahan 

setempat dengan tujuan mengumpulkan penerima dana bantuan sosial untuk 

dibina/diajarkan mengenai cara penyusunan laporan pertanggungjawaban 

penggunaan dana Bansos yang benar. 

B. Saran 

1. Inspektorat Daerah harus mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang 

baik dalam melakukan pengawasan yang sifatnya internal di pemerintah daerah; 

2. Inspektorat Daerah harus Objektif dalam melakukan pengawasan dan tidak 

terpengaruh politik lokal; 

3. Inspektorat Daerah harus berani menindaklanjuti jika ada pelanggaran terhadap 

pengelolaan keuangan Negara, dan melaporkan ke penegak hukum jika ada 

penyelewengan; 

4. Inspektorat Daerah harus direvitalisasi agar dalam melaksanakan tugasnya dapat 

bertindak dengan profesional melalui cara peningkatan keahlian sumber daya 

manusia yang mumpuni, berintegritas, yang mendukung penuh program 

pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan 

keuangan Negara; 

5. Inspektorat Daerah harus dapat membina hubungan kerja sama dalam melakukan 

pengawasan berupa upaya pencegahan penyalahgunaan keuangan Negara dalam 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan lembaga 

pemerintah nonkementrian yang ada didaerah yakni Badan Pengawas Keuangan 

dan Pembangunan, serta kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 
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melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah agar upaya pengawasan, 

pengendalian, pencegahan terhadap pengelolaan keuangan negara yang ada 

didaerah dapat dilaksanakan dengan benar.  
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Menimbang

/

Mengingat

"~1\LIKO·lf.~l-CjGYAKARTA
DAERAH IS'l'il"Vi~Wi\ YOGYAKARTA

.PERATURAN WALIKOfi.YOGYAKARTA

NOMOR : 4~ .TAHUN 2015
,;

TENTANG

PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

DBBGAN RAH~T TUBAN YANG MARA ESA

WALIKOTA YOGYAKAaTA,

a. bahwa ber~asarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 39 Tahun 2012 Pasal 42 ayat (1) mengenai
Tata·· Cara, Penganggaran, ·Pelaksan.a8n dan
Peilatausahaan, Pf,~rtanggungjawaban dan Pelaporan
serta. 'Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan
Sasial diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala
Daerah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, rria'ka Peraturan Walikota N<omor 33
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Be~anja Bantuan
Sosial dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial perlu disesuaikan

.dantdiganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

1

1. ", Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan ~ ·Daerah-daerah Kota Sesar dalam

~:"Lingkungan Pr~opinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
(Lembaran, Negara "Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara' Republik
Indonesia Nomor 8~~3);

, .

2. Unq.~ng-Undang N"omor 17 Tahu'n 2003 tentang
Keuangan Neg~ra;' (Lembaran Ne·gara Republik

. Indonesia Tlhun .. 2003 Nomor 47,· Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbe~d~araanNegara;. (Lembaran Neg*a Republik

.Indonesia Tahun.· 2004 NQmor 5, i Tambahan
Lembaran Negara Rel?ubljk Indonesia Nomor 4355);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara; (Lembaran Ne·gara Republik
Indonesia Tahun 200.4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang No-mor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuamgan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahap: Daerah; (Lembaran Negara Republik
Indonesia T~hun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia - T$.hun 2004 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaiman~,t~lah diubah beberapa kali dengan
Undang-Und~ng Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan I{edua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Neg8:ra R~pu'blik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. PeraturanPemerin~ahNomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan ~euangan Daerah; (Lem·baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Menterf Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
, ~

2006 tentang P~doman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaim~na telahdiubah beberapa kali
·terak~ir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuang~n

Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun
2011 Nomor~10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang. Pedoman Pem.berian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dan Anggar8.n
Pendapatan dan _Belanja Daerah; - (Berita Negara
Republik ,Iriaorlesia Tahun 20 \.1 Nomor 450)-

,. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meht¢ri
Dalam Negeri i No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 TahUn
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah cbm
Bantuan SQt3ial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan ~'(':dan Belanja" "Daerah; (Berita Negara
Republik Ind~nesiaTahun 2012 Nomor 540);
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10. Perat~rall Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun
2007 teritang Po~ok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah; (Lembaran ..Daerah Kota Yogyakarta Tahun
2007 Nomor S Seri 0)

MEMUTUSKAN :
..-.

Menetapkan PERATURAN WALlKOTA YOGYAKARTA
PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UNUM

~

Pasal 1

TENTANG

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah

daerah kepada individu, keluarga;; kelompok danlatau masyarakat yang
sifatnya tidak sec~a terns menerUs dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi. dati kemungkinan terjadinya· resiko sosial.

2. Resiko. sosial .adal~ ~ejadiarl. atau peristiwa yang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung o'leh .:hindividu,
keluarga, kelompok dan/atauj masyarakat sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekono~i,.krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bant~an sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup.dalam kondisi wajar. .

3. Anggaran .Pendapatan dan·~~· Belanja Daerah Kota. Yogyakarta .yang
selanjutnya disebut APBD adalah ~encana keuangan tahunan Pem~rintah

Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat·· Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

4. Rencana Kerja dan Anggarari j Pejabat Pengelo1a Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA.-PPKD adal~h rencana kerja dan anggaran PPKD
selaku Bendahara Umum Daerah.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-PPI{D· merupakan dokumen pelaksanaan
anggaran PPKD selaku Be~daharaUmum Daerah.

6. Surat Perintah "Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas beban pengeluaran O'PA-PPKD

7. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan
oleh Kuasa Bel1dahara Ulnum Daerab berdasarkan SPM.

8.. :Surat Perrpintaan Pembayara~!Langsung yang selanjutnya disingkat SPP­
'~LS adalait' dokumen yang dia~ukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD
~ntukp~rmintaan pembayarani langsung.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim 'yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan clipimpin oleh
sekretaris'daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan
kebijakan kepala daerah dalam.rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana~daerah, PPKD dan pejabat lainny.a sesuai

. dengan kebutuhan.· "'.

 

 



~....... 10. Satuan Kerja ferangkat Daerah yang terkait selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Yogyakarta selaku
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat '.: daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan APBD. ~

12. Dinas Pajak Daerah dan Pengelola~in Keuangan yang selanjutnya disebut
DPDPK adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada
Pemerintah Kota Yogyakarta.

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala satt\an kerja p'engelola keuangan daerah yang selanjutny~

disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan·
pengelolaan APSD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam
hal ini Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang
selanjutnya disingkat Kepala ·DPDPK.

14. Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah Bendahara
Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanJa 'bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan. .

15. Pejabat penatausahaa~.Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daeraq/ yang ~'selanjutnya disingkat PPK-SKPKD aqalah pejabat yang
melakskn8.kan '(ungsi tata usa~a keuangan pada SKPKD.

16. Daerah adalah Daerah Kota YQgYakarta.
17. Pemerintah Daerah adalahPemerintah Kota Yogyakarta.
18. Walikota adalah Walikota Yogyaka~ta.

Pasa12
;'

i
(1) Ruang Lingkup Peraturan: Walikota 1n1 meliputi peng~nggaran,

pelaksanaan, .~{penatausahaa~, pertanggungjawaban, pelaporan serta
monitoring dan evaluasi' perriberian bantuan sosial yang bersumber dari
APBD.

(2) ... Bantuan Sos~al sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.

, Pasa13

("1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sasial kepada
.anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. .

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan
memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk
masyarakat.

Pasa14

(1) Angg6ta/kelompok masyar~atsebagaimana dimaksud dalam Pasa13 ayat
(1) meliputi :
a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang

tidak stabil sebagaiakibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau
fehomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pem~rintahanbidang pendidikan, keagamaan dan bidang
. lain\.,y~ng berperan untuk~ melirdungi individu, kelompok danlatau

masyarakat'dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
~.

 

 



Pemberian bantuan sasia' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I)
memenuhi kriteria paling sedikit :
a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon
(~penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko
sosial; .

b. memenuhi.:;persyaratan pe~erima bantuan sosial meliputi :
1. memiliki identitas yangjelas; dan
2. berdomi:~ilidalam wilayfili admlhlstrasi Pemerintah Kota Yogyakarta.

c. bersifat sementara dan ~ tidak .terus menerus) diartikan bahwa
pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap
tahun anggaran, kecuali dalarn keadaan tertentu dapat berkelanjutan
sampai penerima bantuan~telah lepas.dari resiko sosial; dan '

d. sesuai tujuan penggunaan yang meliputi :
1. rehabilitasi sosial dituju}qin untuk memulihkan dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan fu.ngsi sosialnya 8ecara wajar;

2. perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani
resiko dari guncang~n~dan kerentanan sosial seseorang, keluarga)
kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi
sesuai dengan kebutuhan dasar ~inima1; .

3. p~mberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
. Itetompok m~syarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai

daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
4.: jamlnan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin
, penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya

yang layak;
S', penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan) program) dan

kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok
tnasyarakat yang tidak' mempunyai atau mempunyai sumber .rnata
pertcaharian dan tidak. dapat memenuhi kebutlihan yang layak bagi
kemanusiaan;' : {

6. penanggulangan bencana merupakan seI:angkaian upaya yang
ditujukan untuk rehabilitasi.

i BAB II
PENGANGGARAN

B_ian ·Kesatu .
Bantualt Soslal Yang Direncanakan

PasaI. 5

(1) Bantuan sosial yang direncanakan ~dialokasikankepada individu dan/atau
keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima d.an besarannya pada
saat penyusunan APBD. ~

(2) Anggota/kelompok masya(akat menyampaikan usulan Bantuan Sosial
secara tertulis/prop~salk-epad.a·Walikota. I

(3) W~likota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
tertulis/proposal sebagaimana diin'aksud pada ayat (2).

(4) Kepala SKPD terkait menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi
dalam te~aahan star untuk kebij~kan pemberianjpenolakan bantuan
sosial kepada Walikota melalui TAPD dengan tembusan SKPD yang
membidangi perencanaa~ dan.SKPD yang membidangi keuangan, format
telaah kebij-akan sesuai dengan tata n~skah dinas.
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•

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

(6) Re)<omendasi Kepala SKPD dan. pertimbangan TAPD menjadi dasar
pencantuman al~kasi anggaran ~ bantuan sosial dalam rancangan
Kebij~a!1 Umum APBD (KUJ\) - PI~ioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS). " :

Bagian Kedua
Bantuan Sosial Yang Tida~Dapat Direncanakan Sebelumnya

Pasa16 ;

(1) Bantuan sosi~l yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan
untuk kebutuhan akibat resilto 80si81 yang tidak dapat diperkirakan pada
saat penyusunan APBD yang apabila ditundapenanganannya akan
menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu danlatau
keluarga yang bersangkuta'n~it"

(2) Pagu alokasi anggaran yang tidak" dapat direncana·kan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi pagu alokasi
anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1). '

(3) Penyaluranjpenyerahan bantuan 80aial kepada in"dividu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya didasarkan pada
permintaan tertulis dari individu dan/atalJ1keluarga yang bersangkutan"
atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang setelah diverifikasi
dan mendapat persetujuan dari Kepala SKP'O terkait.

Pas~17

(1) Bantuan sosial dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) RKA-PPKD menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD

sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Bantuan sosial dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis

belanj~ bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial dan rincian obyek
belanJa: bantu$ sosial pada PPKD.

(4) Obyek belanja bantuan sosi~j dan rincian obyek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
a. individudan/atau keluarga;
b. masyarakat; ,dan
c. lemb~ga non pemerintahan.

" " f DAB 111
.\;" . ' . " "

"PELAKSAIfAAN DAN PBKATAUSAHAAN, . "

Pasa18

(1) Pelaks_artaan anggara~bantu~n sosial berupa uang berdasar~anatas DPA­
PPKD.

(2) Walikota menetapkandaftar nama peneriin,a bantuan sosial dan besaran
bantuan sosial dengan Keptitusan Walikota berdasarkan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peratur~nWaIikota tentang Penjabaran APBD.

 

 



.'~. penerima bant~an sosial yang tercantum dalamKeputusan
".:."f~sebagaimana diinaksud pada ayat (2) menjadi dasar

:tltan/penyerah8n bantuan sosial, kecuali bantuan sosial kepada
~du dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

tet;kait· membuat rincian rencana penggunaan bantuan sosial untuk
meagajukan SPP-LS beserta dokumen kelengkapannya kepada DPDPK.
Dokumen kelengkapan sebagaimana 9-imaksud pacta ayat (4) terdiri dari :
a. bantuan sosial yang direncanakan :

1. usulan tertulis/proposal dari pemohon;
2. Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah

dalam hal ini diwakili oleh Kepala DPDPK sebagai PIHAK PERTAMA,
kepada. penerima bantuan. sosi~l sebagai PIHAK KEDUA, dengan'

:'!fo.rmat, berita ~cara pebagaimana tersebut pada Lampiran LA,
sebagai bagian yang ti4ak terpi~ahkan dari Peraturan Walikota ini;

3. Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial dari Pemerintah Daerah
daJam hal ini Kepala DPD:PK sebagai PIHAK PERTAMA, kepada
lebih dari 1 (satu) penerima bantuan sosial sebagai PIHAK KEDUA
dengan mencantun:tkan semua nama penerima, dengan format
berita acara sebagaimana tersebut pada Lampiran 1.8, sebagai
bagian .yang tidak terpi.sahkan dari Peraturan Walikota ini;

4. pemberian nomor Berita Acara sebagaimana tersebut pad~ angka 2
1dua) d·-'n 3. (tiga) , olell jDPDPK;

5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana bantuan
sosial dari penerima bantuan sasial kepada Pemerintah Daerah
melalui- ·OPDPK, bermaterai cukup, dengan tembusan SKPD
terkait, sebagaim~na~tersebut padaL~mpiran II.A, sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota~ini;

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab penggunaan dana bantuan
sosial lebih dari 1 (salu) penerima ·dengan mencantumkan ~emua

nama penerima kepada Pemerintah Daerah melalui DPDPK,
bermaterai cu·kup p~da nama penerima nomor urut 1 (satu) dengan
tembusan SKPD terkai't, sebagaimana tersebut pada Lampiran 11.B,
sebagai bagian yang ti~ak terpisahkan dari Peraturan W~likota ini;

7. Bukti Kas Pengeluaran s~~gaimana tersebut pada Lampiran III,
sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

8. p~lnerima bantuan sosial dilengkapi Data Pemilik Rekening Bank
sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.A, sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

9. apabilapenerima bantuan sosial lebih dari 1 (satu), dilengkapi
Daftar Data Pemilik 'Reke~ing Bank sebagaimana tersebut pada
Lampiran IV.B, sebagai pagian yang tidak terpisahkan ·dari
PeratuI;an Walikota ini; t,

10.;::~B<inda~a.ra Pengeluara.n $KPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK­
SKPKD .·kemudian diter;bitkan SPM yang ditandatangani oleh Kepala

. DPDPK; . .. .
11. SPM disampaikan kepada Kuasa BUD untukditerbitkan SP2D;
12. SP2D sebagaimana dimaksud pada a'ngka 11 (sebelas) disampaikan

kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk dicairkan.
13. Bendahara, Pengeluar~n SKPKD menyalurkan bantuan sosial

kepada:, penerirria dengan cara me.ntransfer ke rekening penerima
disertal Tanda Terima~ Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh
penerinia bermaterai; cukup, dengan format tanda terima
sebagaimana terseb¥t~ pada Lampiran Y.A, sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

.'. ~
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.~ntukj lebih dari 1 (satu) penerima bantuan sosial, Bendahara
Pengeluaran SKPKD menyalurkan bantuan sosial dengan cara
mentransfer ke rekeriing penerima, dengan bukti Tanda Terima
Bantuan Sosial yang ditandatangani oleh penerima dengan
mencantumkan semua narila penerima dengan 1 (satu) materai
cukup pada nama nomor urut 1 (satu), dengan format tanda terima
~ebagaimana tersebut pada Lampiran V.B, sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan.Walikota ini.

b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya:
1. proses pengajuan pencairan di D'PDPK :

a) SKPD ·terkait mengajukan permintaan tertulis yang disertai
!!rincian rencana penggunaan bantuan sosial yang tidak dapaf
direncanakan sebelumnya kepada Walikota melalui PPKD;

b) Berita Acara Penyerahan. BaI].tuan Sosial dari Pemerintah Daerah
dalam hal ini qiwakili oleh Kepala DPDPK sebagai PIHAK
PERTAMA, kepada Kepala SKPD terkait sebagai PIHAK KEDUA,
dengan format Berita Acara sebagaimana tersebut pada
Lampiran I.C, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini;

q) pemberian nomor Be;rita Acara sebagaimana tersebut pada huruf
b) oleh DPDPK; i

d) Bukti- Kas Pengeluar~n sebagaimana tersebut pada Lampiran III;.
e) Bendahaia Pengeluaran SKPKD mengajukan SPP-LS kepada PPK­

SKPKD kemudian. diterbitkal1 SPM yang ditandatangani oleh
Kepala DPDPK;· _ .

1) SPM disampaikan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah
untuk diterbitkan SP~D.·

g) SP2D sebagaimana dimaksud pada huruf ndisampaika:h kepada
Bend'~haraPengelua*al1. Sl<P.KD untuk dicairkan;

h) Bendahara Pengelua.ran SKPKD menyampaikan bantuan sosial
kepada penerima melalui SKPD terkait dengan cara mentransfer
ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD terkait.

2. proses pemberian di SKPD ter.kait
a) permiritaan .. tertulis dari individu danl atau keluarga yang

bersangkutan a tau surat keterangan dari pejabat yang
berwenang setelah diverifikasi dan mendapat perse~ujuan dari
Kepala SKPD terkait; -#••

b). Berita Acara Penyetahan Bantuan Sasial dari Kepala SKPD
terkait sebagai PIHAK PERTAMAt kepada penerima bantuan
.sosial sebagai PIHAK KEDUAt digunakan sebagai lampiran
pertanggnngjawaban Pemerintah Daerah, dengan fannat Berita
Acara sebagaimana tersebut pada Lampiran 1.0;

c) pemberian nomor Berita Acara Penyerahan Bantuan Sosial
sebagaimana tersebut pada huruf b), oleh SKPD terkait pada saat
penyerahan bantupn sosial kepada penerima;

d) SKPD terkait menyerahkaIl bantUan sosial kepada penerima
.. disertai Tanda Terima B·antuan Sosial yang diketahui Kepala

SKPD
j

terkait, be-rmaterai cukup, dengan format tanda terima
(; ~Iebag~imana tersebut pada Lampiran V.C.

I .

 

 



BABIV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

•

Pasa19
·t~

. .

(1) SKPD terkait dan PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya yang memuat nama peneriitla, alamat dan besaran barttuan
sasial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikBn kepada
Walikota palin~ lambat tanggalS Januari tahun anggaran berikutnya

.Pasa110

(1) Penerima bantuan. sosial menyampaikan 'Laporan Penggunaan Bantuan
Sosial kepada Walikota melalui SK'rD terkait dengan tembusan kepada
DPDPK.

(2) Laporan Penggunaan Bantuari. Sasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diketahui oleh SKPD terkait. .

(3) Laporan Penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pad.a ayat (1)
~isampa.j.kan kepada W~ikota melalui SKPD terkait dengan tembusart
DPDPK 'paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai, kecuali
untuk kegiata~ yang selesai pada akhir tahun anggaran paling lambat
tanggal10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya..

Pasalll
. ~ .~

(1) - PertanggUngjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian bantuan sosial
meliputi:
a. usulan dari calon penerima balltuan sosial kepada Walikota;
b. Keputusan Walikota tentang Penetapan D.aftar Penerima Bantuan

Sasial;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari penerima bantuan sosial yang

menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan
; 'sestl~i .pengari usulan; dan

d. bukti ttansfer/penyerahan uang atas peinberian bantuan sosial.
(2) . Pertanggungjawaban sebagaim8na' dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan

c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga
yang tidak 4apat direncanakan sebelumnya.

Pa8aJ.~12
I

(1) Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan :material
atas pengguna~bSntuan sosj81 yang diterimanya. .

(2) Pertanggungjawaban penerima. bantuan sosial meliputi:
a. Laporan Penggunaan BaI),tuan Sosial oleh penerima bantuan sosia!;
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan

sosial . yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai peraturan
perundang-undangan. .

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana- dimaksud pada ayat (2) huruf. c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sasial selaku obyek
pemeriksaan.

 

 



Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf 'b dikecualikan terhadap b~ntuan sosial bagi individu dan/atau
keluafga.;yangt "tidak dapat direncan8.kan sebelumnya.

o.... : : ..

....'
''t

o

0: Pasa113

Realisasi bantuan sosial dicantumkan p~da Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah dalam tahun anggaran berkenaan."

BABV
MONlTOInNG DAN EVALUASI

Pasal14

(1) SKPD terkait melakukan mopitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan
w~~. .

(2) Hasil n;tonitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
disampaikan kepadaWalikoota dengan tembusan SKPD yang membidangi
pengawasan (Inspektorat) dan SKPD yang membidangi keuangan (DPD~K).

BAB VI

BAGAN ALIR

Pasat 15

(1) Bag~n alir Mekanisme Pengajuan; Bantuan Sosial Yang Direncanakan
sebagaimana tersebut dalam Larripiran VII, sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan WaliJ<Qta ini.

(2) Bagan alir Mekanisme Pengajuan Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat
Direncanakan Sebelumnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII,
sebagai b~giari yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

• .I"~.: ;. . f

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

;Pasal16
;

l

(1) D~ngan berlakunya Peratura~n Walikota ini. maka Peraturan :;Walikota
Yogyakarta Notnor 33 Tahun: ~2013 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan
Sosial dan Peraturan Walikot~ Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi. .' !:~

 

 



(2) Pe~!ituran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Perat~ran Walikota ini dengan penemp~~nya dalam Berita Daerah Kota
Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 J&gwltu8 20'5 ,

,.
~.~

DAERAH

BERITA DAERAH KOTAOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 42·

 

 



f

LAMPIRAN I.A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMO~ 412 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOPDPDPK

BERITA ACARA PBnaRAHAR BANTUAN _SIAL *)

Nom6t-

Pada hari ini tanggal bulan .
tahun bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda:
tangan di bawah ini :

1. NAMA

NIP
JABATAN: KEPALA DPDPK KOTA YOGYAKARTA

ALAMAT :', JL. KENARI NO. 56 YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut sebagai PIHA'K PERTAMA.•;, ..... .
:.,...

2. NA~A Penerima bantuan sosial
JABATAN:
ALAMAT :

Selanjutnya diseb~t sebagai PIHAK KEDUA
I:

"~..

PIHAK .PERTAMA telah menyerahkan bantuan sasial kepada PIHAK KEDUA

sebesar Rp.......•....... : (.............•.......................) untuk digun~kan se~agai

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

PIHAK KEDUA

Penerima

*)Bantuan Sosial Yang Direncanakan

,

PIHAK PERTAMA

KA.DPDPK

NIP .
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; LAMPIRAN I.B PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
· NOMOR4f2TAHUN 2015
· TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSlAL

: i ------------------

KOPDPDPK

BERITA ACA.M PBlfYBRAHAN BANTUAN S08IAL*t

Nomor

Pada hari ini tanggal bulan .
tahun bertempat di OPOPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda,
tangan di bawah ini :
1. NAMA

NIP
JABATAN KEPALA DPDPK KOrA YOGYAKARTA
ALAMAT :. Jl.Kenari No. 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA;

'.
2. No. Nama Jabatan Alamat Jumlah Tandatangan

(Rp)

1 I 1.

2 '1

3
.,

\

Dst. :

Selanjutnya disebut sebag~i PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA telah menyera~kan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA
untuk digun.akan ~ebagai .

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Of;

1

* Bantuan Sosial Van Direncanakan den an

. Yogyakarta,

PIHAK PERTAMA

Ka.DP.K
NIP .

 

 



: LAMPlR,AN2,C PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
. NOMOR 4.1 TAHUN 2015
t TENr~G PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOPDPDPK
.r:'"

BERITA ACABA· PElfYBllAHAtf BANTUAN SOSIAL*)
.. ..~.. . .. .

Nom6r~ ....

Pada han in'i ",., 'tanggal bulan t •••••• , ••••••••••••

tahun bertempat di DPDPK Kota Yogyakarta, kami yang bertanda,

tangan di bawah ini :

1. NAMA
NIP
JABATAN : Kepala DPDPK KOTA YOGYAKARTA

ALAMAT : JI.Kenari No. 56 Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai PIHA:K PERTAMA
~

2. NA'1A : Kep9.la SKPD terkait

JABATAN:.
ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEOUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan ·bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp ., ( ) untuk digunakan
sebagai -

Demikian :-·Berita Acara ini dibu.at U11tuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

.~

.:<~

PIHAK KEDUA

Ka. SKPD terkait
NIP .

PIHAK PERTAMA

Ka.DPDPK
~ ~~1J> .

o

 

 



LAMPIRAN 1.0 PERATURAN WALIKOTA YOGYA·KARTA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOPSKPD.

...... ::BERITA ACARAPENYE~ BANTUAN SOSIAL*)

: Nomor

Pada hari ini .. .. .... .. ....... tanggal .. ................. bulan · · ,
tahun bertempat di SKPD;terkait, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:'
1. NAMA

NIP :!;.'o
JABATAN : Kepala SKPD terkait

ALAMAT :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA...

2. NAMA : Penerima Bantuan Sosial

ALAMAT
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA
sebesar ° Rp.......... ( ) untuk digunakan sebagai

Dernikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

PIHAK KEDUA

, ° oPeneorima
i

*)Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakail Sebelum

PIHAK PERTAMA

Ka. SKPD terkait
NIP .

 

 



LAMPI~ ItA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
liOMOR4i:4! TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB*)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama
Jabatan
Alamat

.............................................

Berkenaan bantuan· sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota
Yogyakarta melalui DPDPK Kota Yogyakarta yang dipergunakan untuk
......................................... ~~ sebesar Rp .

I

(••••••••'•••••••••• ~:••••••.6.6·.6.6 ••••••••• ;.6 •••••••••• 6•••••• 6•••••••••• 6••••••• 6)

Dengan ini m·enyatakan keset;nggupan :

Menyampaikan laporan pengglinaan bantuan sosial tersebut kepada
Walikota melalui SKPD terkait dengan te..mbusan DPDPK selambat­
lambatnya 1 (satu) bulan setelah. kegiatan selesai kecuali pada ·~khir

tahun anggaran selambat-lamb~tnya tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya.

Yogyakarta,

Mengetahui :
Ka.SKPD

(.6 .••.•..•.......•• )

NIP l .
. ~1~· t·t

*) B~tuan Sosial Yang Direncanakan ,

Yang menyatakan,

Materai Rp. 6000

................ ~ .

 

 



• i LAMPIRA.H-.ILB PERl\TURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR4i2 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN.TANGGUNG JAWAB*)

Yang bertandatangan dibawah ini :

No.

1

2.
3

.·,Dat.

~Nama Jabatan Alamat Jumlah
(Rp)

Tandatangan

1

Berkenaan bantuan 80sial. yang kami terima dari Pemerintah Kota
Yogyakarta melalui DPDPKKota Yogyakarta yang dipergunakan untuk

Dengan ini.menyatakan kesanggupan :
Melaporkan pelaksanaan pe~ggunaan bantuan 8081al kepada Walikota
meolal"qi SKPQ terkait dengan t~mbusan DPDPK 8elambat-lambatnya 1·
(satu) bulan ~Oetelah kegiatan: selesai kecuali untuk kegiatan yang selesai
pada akhir tahun anggaran selambat-Iambatnya tanggal 10 bulan
Januari tahun anggaran berikutnya.

Yogyakarta,
Mengetahui:

Ka.SKPD

( )

NIP .

*) Bantuan Sosial Yan~ Direncanakan lebih dari 1 (satu) penerima

 

 



,. .:..~.:4':~~}~~~~' <>::~.<
., ~~:'t':::~~.~:r.;:~

••.:. .""••!.\ •. :(:~~...... " .

LAMPIRAN II.C PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR4.2: TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB*)

Yang bertandatangan dibaV\'llh ini :

Nam'a

Jabatan

Alamat ................................................

Berkenaan bantuari sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota
Ybgyakarta yang dipergunakan untuk " . sebesar Rp"

.\ . ( )." .._~ .. _;_ .'i" _" ".. ". ".""". ~".. """" .. " " " ". -_"".

Dengan ini menyatakan kesanggu.pan :

Melaporkan pelaksanaan penggunaan bantuan sosial kepada Walikota
melalui SKPD terkait dengan tembusan DPDPK selambat-lambatnya 1
(satu) bulan .setelah kegiatan selesai kecuali untuk kegiatan yang selesai
pada··.·· a~hir ._tahun ~nggaranselambat-lambatnya tanggal 10 bulan
Januari' tahun anggaran berikutrtya.

Yogyakarta,

Mengetahui :
Ka..DPDPK

(. ". "". " ~ )

NIP .

*) Bantuan Sosial Yang Tidal< Dapat Direncanakan Seb~lumnya

,

Ka. SKPD,

Materai Rp. 6000

I···················· .)
. ·NIP .

~1AIS~uI SUYUTI

 

 



LAMPIRA~jltPERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4:2TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

. .

PEMERI~TAH KOTA YOGYAKA~A

BtJKTI KAS PENGELU~RAN

i .
Terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta
Uang sebesar . . .

Untuk pembayaran: .

Terbna~g : Rp.
i

..'

Menyetujui
Ka.DPDPK

......•...............

Bendahara Pengeluaran
SKPKD

Yang Menerima*)

. **)......... ~ .
(NIP.

••••••••••••••••••••••• 4!' ••

(NIP..
. .

*) Penerima Ban'~uaq Sosial•. apabila penerima lebih,dari 1 (satu) diisi terlampir dan dilampiri daitar penerima
bantuan sosial" .

**) Para{ PPTK

 

 



LAMPIRAN IV.A PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 42. TAHUN 2.015

TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

DATA PEMILIK REDlUwG BANK*)

",

NAMA .PEMILIK REKENING
I ;

NOMOR RED·NINO

BANK

MENGETAHUI,

.I

(KepalaSKPD'Terkait)

*) Bantuan Sosial Yang Direnc~akan

PEMILIK REKENI'NG t

,

 

 



LAl\fPIRAN IV.B PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 4.2:TAHUN 2015

TENTANG PENGELOLAAN BELANJABANTUAN SOSIAL

DAFTAR DATA PEMILIK UUNING BANK*)

NO. NAMA PEMILIK

REKENING

1.
2.

3.

dat.. dst..

/

*)Bantuan Somal Yang Direncanakan

NOMOR

REKENING

dst..

BANK

dst..

BESARAN

BANTUAN SOSIAL

dst..

Mengetahui,

(Kepala SKPD Terkait)

TANDA'

TANGAN

dst..

 

 



LAMPIRAN V.A PERATURAN WAUKOTA YOGYAKAR1'A
NOMOR 42TAHUN 2015
TENTANG PENG.ELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOPDPDPK

TAlfDA TERIMA BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Telah terima dari : Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta

Uang seJumlah

Un·tuk keperluan : : .

Terbilang
i
: Rp .

Mengetahui :
Ka.DPDPK

( )

NIP .

Penerima

Materai

. Rp 3000/6000**)

( ••••••••••••••••••••••• O' •• )

*) Bantuan Sosial Yang Direncanakan .

**) besaran bantuan sosial di 8tas Rp 250.000.- sId Rp 1.000.000.- bermaterai Rp 3.000.­
besaran bantuan sosial di 8tasRp 1.000.000.- bennaterai Rp 6.000.-

 

 



::LAMPI~N V.B PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NQM0R4·2 TAHUN 2015
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOPDPDPK

TANDA TBRIMA BANTUAN SOSIAL*)

Nomor

Telah terima dari Bendahara Pengeluaran SKPKD Kota Yogyakarta

NO. Uang Sejumlah

1.

/

2.

3.

Untuk Keperluan Terbilang (Rp) Tanda Tangan

Penerima

Macerai
Rp. 300016080 ••)

dst.. dst..... dst..... dst..... dst.....

Mengetahui :
Ka.DPDPK

( )

NIP .

*) Bantuan Sosial Yang Direncanakan dengan lebih:dari 1 (satu) penerima

**) besaran b~tuan solial cii~atasRp 250.000.- sId 'Rp 1.000.000.- bermate::,ai Rp 3.000.­
besaran bantuan sosial di atas Rp 1.000.000.- hermateFai Rp 6.000.-

 

 



LAMPIRAN V.C PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 42TAHUN 2015 '
TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

KOP SKPD YANG BBJt8ANGKUTAN

TANDA TERiMA BANTUAN SO,SIAL*)

Nomor

Telah terima dari : .

Uang sejumlah ................................, ..
Untuk keperluan : .

Terbilang
I
": Rp t •••·•••••

Mengetahui:
Ka. SKPD Terkait

( )

NIP .

Penerima

Materai

Rp.30oo/6000··)

( )

*) .Bantuan SosiaJ Yang Tidal< Dapat Ditencanakan Sebelumnya .
. ,t

**) besaran bantuan sosiat di atas Rp 250.'000,· sId Rp 1.000.000.· bermaterai Rp 3.000.­
besaran bantuan sosial di atas Rp 1.000.000,· bennater~ Rp 6.000,-

 

 



LAMPlRAN VI PERATURAN WALIKOTA YOOYAKARTA

NOMOR 42 TAHUN 2015

·TENTANG PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB*)

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

Jabat.an
Alamkt·:

,..............................................
.. .
••••••••••••••• i • ..................................

Ber~enaanBantuan Sosial yang kami terima dari ·Pemerintah Kota
Yogyakarta melalui DPDPK Kota Yogyakarta telah digunakan sesuai

I
usulan ur"ituk.... sebesar Rp. . .

( ~ )

Yogyakarta,

Mengetahui
Ka.·DPDPK

( )

NIP .

*)Bantuan Sosial Yang DirencanaJcan

,

Yang menyatakan,
-----...Penerima

Meterai Rp. 6000

 

 



Hasil Musrenbang yang diitindaklanjuti

dengan usulan tertulis/proposal

\
I~~~~--~~~~-~~-~~~~----~~~~--~~~--~----~---~~--~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~ __ ~ ~

t . •

: MEKANIS~ENGAJUAN BANTUAN SOSIAL YANG-"ENCANAKAN :t :: :- -_w. .!

...:::Pemkot & OPRD

SKPKD/DPDPK

- Pembahasan KUA dan pp~

- Penandatanganan nota

kesepakatan KUA dan PPAS

• Menyusun RKA PPKO ata:
dasar nota kesepakatan KUJ
dan PPAS.

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA
NOMO.R 42 TAHUN 2015
TENTANO PENOELOLAAN BELANJA SA

Kepa'a Daerah

I?emkot & DPRD

• Penyusunan RAPBD
menJadi APBD

• Rancangan KUA dan

PPAS disampaikan

kepada OPRO sesuai

ketentuan

Peraturan

Perundangan yang

berlaku

SKPDyang membidangi
keuaRgan

·Penyusunan draf Keputusan

Walikota tentang

penetapan daftar penerima

BantuanSosial

• Penandatanganan
Keputu$8n Walikota tentang
penet.,... dattar penerima
8antuanSosiai

• Penyampaian

KePtltusaft Walikota kepada
SKPO tefkait

TAPO, Kepala Daetah

;I~

- Berdasarkan rekomendasi dari

SKPD, TAPD menyusun dattar

rencana ·penerima Bantuan Sosial

dengan mempertimbangkan

IGemampuan Keuangan Oaerah

disampaikan kepada Kepala

Daerah dan diusulkan dalam

rancangan KUA dan PPAS

SKPO Terkait

- M.enerima Keputusan Walikota

tentang penetapan' daftar

penerima Bantuan Sosial.

- menyiapkan kelengkapan

dokumen penyerahan

Bantuan Sosial

• Menyiapkan kelengkapan

dokumen bantuan sosiat'

antara lain: berita acara

serah terima bantuan sos,a'

\J

SKPD Terkait

• Mengevaluasi usulan

tertulis/proposal dari pemohon

• Menyampaikan hasU evaluasi

berupa rekomendasi <;Jalam

telaahan staf untuk .kebijakan

pemberian/penolakan Bantuan

Sosial kepada Walikota melalui

TAPO dengan tembusan SKPO yang

membidangi"perencanaan dan SKPD

yang membidangi keuangan

SKPKD/DPDPK

5ekretaris Daerah

• Mendisposisi kepada

SKPD Terkait secara

langsung/Melalui SKPO

yang membidangi

keuangan untuk

melakukan evaluasi

usulan tertulis/proposal

dari pemohon

- Menerima dokumen
administrasi dari SKPO terkait.

• Meneliti keabsahan dan

kelengkapan dokumen

administrasi.

- Meinbuat Surat Permintaan

Pembayaran (5PP), Surat Perintah

Membayar (SP'M), dan Surat

Perintah Pencairan Dana (5P20).

• Mencairkan Ice Bank yang

ditunjuk dengan cara mentransfer

ke rekening Penerima Bantuan

Sosial

"

Calan Penerima' Bantuan Sosial :

- Individu, keluarga, dan/

atau mas)(~~akat yang meng~lami

keadaan yang tidak stabil sebagai

akibat dari krisissosial, ekonomi,

politik, bencana, atau fenomena
alam agaf:~;f dapat memenuhi

kebutuhan hidup minimum.

- Lem·baga non pemerintahan

bidang perididikan, keagamaan dan

bidang lain yang berperan untuk

melindungi indlvldu, kelompok,

dan/atau masyarakat dari

kemungkinan terjadinya resiko

sosial.

Mengajuka~, "~~ulan tertulis / proposal
permohonan Bantuan Sosial kepada
Walikota.

D
Penerima Bantus" 50sial SKPDTerbit

• Menerima Bantuan Sosial dan menuunakan/merealisasikan sesuai • Menerima/meminta laporan penlCunaan bantuan 50slal dari penerima Bantuan
densan usulan tertulis/proposal yans dlsetujui. Sosia~ paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai

• Bertan88ungjawab secara formal maupun material atas pen88unaan - Mel~kukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Bantuan Sosicil berupa ua

Bantuan Sosial yang diterimanya. paling lambat l'(satu) bulan setelah kegiatan selesai.
• Membuat laporan pengunan Bant~an Sosial kepada Walikota melalui SKPD

terkait dengan tembusan SKPD yang membidangi keuangan paling /- - ~ • Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Walikota dengan tembusan kepada
lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai kecuali untuk keaiatan \~- - , SKPO yang membidangi pengawasan dan SKPO yang membidangi keuangan \\ (..:t \. -'ir~<~.(,:,.~~.. /

I yans.sele5a1 p¥la a"hir tahun pallnl! lambat tanuall0 bu',," '''n,,,,; ."....'" I I .~...~. ~ YADI SUYUTII angaran beriklltnya. . If A -R 1" •

 

 



-- e LAMPlRAN~ PERATURAN WAUKOTA YOQY~RTA
NOMOR ..~ TAHUN 2015 ,...
T'ENTANG PENGELOLAAN8ELANJA BANTUAN SO$lAl,

r·_········_··_·_··_·····~_·..·····_···;;;E~;;Mi;i~v;LU;;.;I;;;;;t;H:;;_A.~-~~··~~-~-_··_----_·_·····-- ....l
I YANG TIDAK~dA·PATDIREN·CA.N,AKAMS&8ItUMflYA I: :

~ - _ __ _ .1

,.~r:~

..
.....'"

Calon PenerimaBansos'" SKPO Terkait .....

Melakuk.n verifikasit>erdasarkan permintaan

teftulis dari Individu dan/atau· kelulrga atau

surat keter.,.an dari pejabat yang

benNe"a,. dan data' SKPD terkait.

Memproses berita aatra dan tanda terima
eaAtuanSosial.
Menyerahkan Bantuan Sosial kepada

penerima.
Individu dan/atau keluarga yang bersangkutan
menl.jukan permintaan tertulis ·at.. membawa

..... _ •. •• .t. ••

surat keterangan dari pejabat yang berwenang

darl kfisls seslal, ekonoml, t*ltik, bencana, atau C \
fenemena atam agar dapat memenuhi kebutuhan I
hldup minimum.

Individu, kelua'la, dan/atau. masyarakat y~~g

mengalaml"keadaan yang tldaksta"il sebagai'aldbat I

t\

'\

 

 



MENTER! DAtAMNEGERI
REPUBLIK INDO:NESIA

Jakarta, 18 .wust~ -2015

Kepad:9

Yth. 1. Gubernur
2. 8upatlfWaJiltota
3. Ketu.- OPR·O Provinsi
4.. Ketua DPRO Kab~paten/Kota

di -
SELURU-H INDONESI-A

SURAT EDARAN
Nomor gOO/4627/SJ

tenUl:ng

Penajaman Ketentuan Pasal 298 a-vat (5)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Peme:r;:n-tahanDa-erah

Sehubungan dengan adanya dlnamika pemahaman terhadap pelaksanaan Pas-aI
298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
bersama ini diberitahukan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Pasaf 298 ayat (4) Undang-Undang No-mar 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwabelanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan daJam
APBD s'esuai dengan kemam-pu__an keuang_an Daerah setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja Urusan PemerintahanWajib dan Urusan Pemerintahan PiUhan,
kecuali ditentukan fain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 298 a-yat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa
Befanja Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat;

b. Pemerintah Daerah Lain;

c. Badan Usaha Milik Negara atau SUMO; dan/atau

d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia.

3. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi
yangdidirikan dan dibentuk oJeh masyarakat secara sukarela berdasarkan
kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pempangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

4. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17' Tahun 2013 menegaskan bahwa
Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum dapat berbentuk perkumpulan atau
yayasan.
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5. Passl: 12 ayat (2) U,ndang-Und·ang Nomor 17 Tahon2013 menega$kan bahwa
Pengesahansebagai badan hukUm perkumpulan dilakukan oleh menteri yang
menyelenggarakan.urusan pemerintahan di' bidang hukum· dan hlJ~-asasi manusia.

6. Pasal13 Undang-Undan'g Nomor 17 TahLtn 2013 mehegas·kan bshwa Badanhukum
yayasan diatur dan' dUaksanakan sesuai kefentuan peraturan Pf!rundang-undangan.

7. P'asaf 15 U'ndang-Undang Nomar 17 Tahun 2-01'3 menegaskal1bahwa Organisasi
Kemasyarakats'n berbadan hukum diny-ataka:n terdaftar set.fah mendapatkan
p'engesahan badan h.ukum.

8. P~saJ 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menegaskan bahw8 pada saat
Und'ang-Undang ini berlaku·:

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukumstbelum berlakunya
Undang-Undang in; tetap dia'kui keb:eradaannya sesuai d".,gan ketentuan
Undang-Undang ini;

b. Org'anis'asi Kemasyarakatan yang te'lsh berbadan hukum berdaaarkan Staatsblad
1870 Nomor6'4 tentang PerkumpUfan-Perkumpulan BerbadanHukum
(Rechtspersoonlijkkheid van Vereenigingen) yang berdiri cebelum Proklamasi
Kemerdekaan RepubJik Indonesia dan konsisten memJ;>ertahankan Nagara
Kesatuan Republik Indonesia, tetap cUakui keberadaan dan kesejarahannya
sebag,ai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang in'i;

c. Surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebeJurn Undang-Undang in;
berlaku, ~tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikanoleh warga negara asing, warg'a

negar~ asing bersama warga negara Indonesia. atau badan hukum asing yang
telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitun.g sejak Undang-Undang in;
diundangkan.

9. Memperhatikan ketentuan tersebut pada angka 1 sampai dengan angka 8, maka
dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlakunya Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk terciptanya hannonisasi, stabilisasi, efekIifitas
dan menjamin partisipasi masyarakat guna memperkuat dukungan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka disampaikan bahwa yang dimaksud
dengan badan, fembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia sebagai berikut:

a. Badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia adalah:

1) badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, sukarela dan
sosiaf yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan:

2) badan dan lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirl.aba, sukareJa dan
sosial yang telah memiliki Surat I<eterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan
oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau BupatiIWalikota: dan

 

 



.. 3-

b. Org-anisasl kem-asyarakatan yang- berbadan hukum Indonesia a-daJah org.anisasi
kem.syarakatan Y8.ng berbadan hukum yayasan atau or~njsasj

kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan
~ngesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10.Terkait dengan ftu, deism rangka manjam-in kepastian hukum .dan keberlangsungan
serta efekt;fita$ ~nye'enggaraanpemeri"t.h8n daerah, efillensi. _nap.fansf dan
akuntabiUtas pelaksanaan anggaran hibah ·dan bantuan sosial yang tercantum dalem
Perataran Daerahtentllfl9 . 0 •.••'cum ••rt ••~.UgNQrnor
23 Tahu'n 201-4. m.kakuketentuan·b.hW8~n :.n ••• 0-
QIIfl b~an S*J~•••l S$<. S ....»h e~ .•.~
fTl.nda~tkan •• rekomendasi dati KepsJs. ~KPD .te~.~ pertimbaflJan
dari TAPD dan tercantum da'.m KUAIPPAS tahuA eA••,.,nberkenaansesua·i
l11aksudPeraturan MeAteriO O·",lam .Negeri Nomor 32 ·n 2011 sebagaim.ana
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Demil<ian untuk menjadi. perhatian.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Ifldo'nesia;
2. Wakif Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Keuangan RepubUk Indonesia; .
5~Sekretaris .Jenderal KementerianDalam Negeri;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

,.

 

 



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBUK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

YANG BERSUMBER DARt ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menlmbang

Mengingat

MENTERI DALAM NEGERI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130 PeRlturan
Pemerlntsh Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangsn
Daerah,Menteri Datam Negerl' berwenang melakukan pembina.n
pengelolaan keuangan daerah;

b. bahwa datam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan
bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabiUtasdan
transparansi pengelolaan hibah dan bantuansosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun
pedoman kepada pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantusn Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisesi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3298);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom'or
125, Tambahan Lembaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir denganUndang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor :1.26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang 5istem Jaminan
50sial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomar
66, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4723);

9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang KeseJahteraan
50slal (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

10.Peraturan Pemerlntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hlbah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
Urusan Pemerlntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provlnsl dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lambsran
Negara RepubUk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia
Nomor 4741);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

16.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
BaranglJasa Pemerintah;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang.ferubahan kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahu·n 2011 Nomor 310).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BABI
KETENTUAN UMUM
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Baglan Pertama
Pengertlan

Pasal1

Dalam Peraturan Menterl Inl, yang dimaksud dengan:

:L Pemerlntah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Wallkota, dan perangkat daerah sebagal
unsur penyelenggara pemerlntahan daerah.

2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provlnsl atau Bupati bagl daerah kabupaten
dan/atau Walikota bagi daerahkota.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dlslngkat DPRD atau sebutan lain
adalah lembaga perwakllan rakyat daerah sebagal unsur penyelenggara pemerlntahan
daerah.

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajlban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerlntahan daerah yang dapat dinilal dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajlban daerah
tersebut.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dlslngkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerlntahan daerah yang dlbahas dan dlsetujul bersama oleh
pemerlntah. daerah dan DPRD, dan dltetapkan dengan peraturan daerah.

6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dlsingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyal tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertlndak sebagai bendahara umum daerah.

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang setanjutnya dtsingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Oaerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah
pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.

9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakankebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat pereneana daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

1.0. Reneana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKO adalah reneana
kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuanganjbagian keuangan selaku Bendahara
Umum Daerah.

1.1.. Reneana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen
pereneanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPO.

1.2. Ookumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat OPA-PPKD merupakan
dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.

1.3. Ookumen PelaksanaanAnggaran SKPD yang selanjutnya disingkat OPA-SKPD merupakan
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

14. Hibah adalah pemberian uanglbarang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah tainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uanglbarang dari pemerintah daerah
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya
kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam
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dan beneana alam yang jika tidak diberikan bela.nja bantuan sosial akan semakln terpuruk
dan tldak dapat hldup dalam kondlsi wajar.

17. Naskah Perjanjlan Hibah Daerah selanjutnya dlsingkat NPHD adalah naskah perjanJian
hlbah yang bersumber dart Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerlntah
daerah den_n penerlma hlbah.

18. Organlsasl kemasyarakatan adalah organlsasi yang dlbentuk oleh anggota masyarakat
warga negara Republlk Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, protesl,
fungsl, agama, dan kepercayaan temadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapal tujuan naslonal dalam wadah Negara
Kesatuan Republlk Indonesia yang berdasarkan Pancaslla termaauk organlsasl non
pemerlntahan yang berslfat naslonal dlbentuk berdasarkan ketentuan perund8ng­
undangan.

19. Menter' adalah Menter' Dalam Negeri.

BABII
RUANG LINGKUP

Pasal2

Ruang Ilngkup Peraturan Menteri Ini mellputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pelaporan dan perta"ggungjawalMln serta monitoring dan evaluasl pemberian hlbah dan
bantuan sosial yang bersumber dart APBD.

Pasal3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III
HIBAH

Bagian Kesatu

Umum
Pasal4

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib.

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunJang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatlkan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal5

Hibah dapat diberikan kepada:

a. pemerintah;

b. pemerintah daerah lainnya;
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c. perusahaan daerah;

d. masyarakat; dan/atau

e. organlsasi kemasyarakatan.

Pasal6

(1) Hibah kepada Pemerlntah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal5 huruf a diberlkan kepada
satuan kerja dari kementerlan/lembaga pemerintah non kementerlan yang wllayah
kerJanya berada dalam daerah yang bersan~utan.

(2) Hlbah kepada pemerlntah daerah lalnnya sebagaimana dlmaksud dalem Pasal 5 hUNf b
dlberlkan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagalmana diamanatkan
peraturan perundang-unda"gan.

(3) Hlbah kepada perusahaan deere" tebagalmana dlmaksua dalam P.ee15 huruf G ctlllerikan
kepada Badan UsahaMtllk Daerah dalam ran.a peneru.., hlbah yang ••rlma
pemerlntah daerah darl Pemerintah sesual denpn ketentuen peraturan perundal1g­
undengan.

(4) Hlbahkepada masyarakatsebagaimena dimaksud delem Pasal5 hurufd dllMtrlkan.k.,.da
kelompok orang yang memlllki kegiatan tertentu dalam bldang perekonomlan, pendldlkan,
I<esehatan, keagamaan,kesen'en, ·adatlstiadat, dank_.b.._" n....".......I.

(5) Hlbah kepada organlsasl kemasyarakatan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e
dibertkan kepada organlsasl kemasyarakatan yang dlbentuk berdasarkan peraluran
perundang-undangan.

Pasal7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberlkan dengan
persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepadaorganisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5)
diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan

c. memiliki sekretariat tetap.

Bagian Kedua
Penganggaran

PasalS

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.

(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.

(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal9
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(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 8
ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasl anggaran hlbah dalam raneangan
KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasl anggaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1), mellputi anggaran
hlbah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Pasal10

(1) Hibah berupa uang dieantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Hlbahberupa barang ataujasa dicantumkan dalamRKA-$KPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadl dasar
penganggaran hibah dalam APSD sesualperaturan perundang-undangan.

Pasalii

(1) Hlbah berupa uang dlanggarkan dalam kelompok belanJatldak lan,.ung, jenis belanja
hlbah, obyek, danrlncian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelem.pok belanja langaung yang
dIformul88lkankedalam pr._", .. k,-.", yalll_....nkedldllm. jMie .... :tIa
barang dan jasa, obyek belanja hibah· barang dan ja18berkenaan kepada .plhak
ketlga/masyarakat, dan rinMn obyek belanja hlbah barang atau jasa kepada plhak
ketlga/masyarakat berkenaan pada SKPD.

(3) Rlnelan obyek belanja aebagaimana dimaksud pada ayet (1) ctan ayat (2) dieantumkan
nama penerima dan besaran hibah.

Baglan Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal12

(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal13

(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala
daerah dan penerima hibah.

(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;

b. tujuan pemberian hibah;

c. besaranjrincian penggunaan hibah yang akan diterima;

d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

f. tata cara pelaporan hibah.

(3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
NPHD.-

Pasal14

(1 ) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau Jenis barang
atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan
daerah tentang APBD danperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.
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(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerlma hlbah dilakukan
setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hlbah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanlsme pembayaran langsung
(LS).

Pasali5

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Baglan Keempat
Pelaporan dan PertanggungJawaban

Pasal16

(1) Penerima h.lbah berupa uang menyampaikan laparan penggunaan hlbah kepada kepala
daerah melalul PPKD dengan tembusan SKPD terkalt.

(2) Penerlma hlbah berupa barang atau jasa menyampalkan laporan penggunaan hlbah kepada
kepala daerah melalul kepala SKPD terkalt.

Pasal17

(1) Hlbah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hlbah pada PPKD dalam tahun
anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa. barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenls
belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkalt.

Pasal18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

a. usulan dart calon penerima hibah kepada kepala daerah;

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;

c. NPHD;

d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan
digunakan sesuai dengan NPHD; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barangljasa
atas pemberian hibah berupa barangljasa.

Pasal19

(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang
diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

a. taporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah
digunakan sesuai NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang,tjasa bagi
penerima hibah berupa barangljasa.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggsran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal20
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(1) Reallsasl hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerlntah daerah dalam tahun
anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa barang yang betum dlserahkan kepada penerima hibah sampal dengan akhlr
tahun anggaran berkenaan ditaporkan sebagai persediaan dalam neraea.

Pasal21

(1) Reallsasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonverslkan sesual standar akuntansi
pemerlntahan pada laporan reallsasl anggaran dan dlungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalampenyu&unan laporan keuan,an pemerl"lah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan hlbah berupa barang dan/atau Jasa sebagalmana
dlmaksud ayat (1) tercantum pada lamplran Peraturen Menterllni.

BABIV
BANTUAN SOSIAL

Baglan Kesatu

Umum

Pasal22

(1) Pemerintah daerah dapat memberlkan bantuan soslal kepada anggota/kelompok
masyarakat se5uai kemampuan keuangandaerah.

(2) Pemberian bantuan sosiat sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dUakukan setelah
memprloritaskanpemenuhanbela'njaurusan wajlb Elengan memperhatikan asas keadilan,
kepatu.tan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meUputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalamt keadaan yang tidak stabil
sebagat akibat dari krisis sosial, ekanomi, poUtik, bencana, atau fenamena alam agar dapat
memenUhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan btdang pendfdikan,keagamaan, dan bidanglain yangberperan
untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

Pasal24

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memenuhi
kriteria paling sedikit:

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a diartikan bahwa bantuan
sostat hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan resiko sosial.

(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas; dan

b. berdomisiti dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
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(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
huruf c dlartikan bahwa pemberian bantuan 50sial tldak wajlb dan tldak harus dlberlkan
setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c
diartikan bahwa bantuan sosIal dapat diberlkan setiap tahun anggaran sampat penerlma
bantuan telah lepas dart reslko 5Ostal.

(6) Krlterla sesual tujuan penggunaan sebagatmana dtmaksud pada ayat (1) huruf d bahwa
tujuan pemberlan bantuan 50slal mellputl:

a. rehabilitasl 8081al;

b. perlindungan sosiat;

c. pemberdayaan 5Osial;

d. jamlnan 5Oslal;

e. penanggulangan kemisklnan; dan

f. penanggulangan beneana.

Pasal25

(1) Rehabilitasi soslal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk
memullhkan dan mengem'bangkankemampuan seseof8ng yan.g mengalaml disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan fungsl sosialnya secara wajar.

(2) Perllndungan 1051aI sebsgslmanadlmaksud dslsm P.I.I 24 ayat (6) huruf b ditujukan
untuk mencegah dan menan,aani resiko da.ri gunclngan dan kerentanan s()sial sesecJrang,
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dlpenuhi se5uai
dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan
untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal24 ayat (6) huruf d merupakan skema
yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang·layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan beneana sebagaimana dimaksud dalam'Pasal 24 ayat (6) huruf f
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal26

(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima
bantuan sosia!.

(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan
pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan
tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1.) adalah barang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk
sckofah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan
miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok
masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal27
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(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulls kepada kepala daerah.

(2) Kepala daerah menunJuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasl usulan tertulls
sebagalmana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkalt sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) menyampalkan hasll evaluasl
berupa rekomendasl kepada kepala daerah melalul TAPD.

(4) TAPD memberlkan pertlmbangan atas rekomendasl sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)
sesual dengan prlorltas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal28

(1) Rekomendasl kepala SKPD dan pertlmbangan TAPD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal
27 ayet (3) etan ayet (4) menJadl dasar pencantuman alokasl a".ran bantuan 505lal
dalam raRC8Rg&n· KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasl anggeran sebagalmana dlmaksud pada ayat·(2), mellputl anggaran
bantuan sosla' berupa uang dan/atau barang.

Pasal29

(1) Bantuan sosia' berupa uang dlcantumkan dalam RKA-PPKD.

(2) Bantuan soslal berupa barang dlcantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayet (2) menjadi dasar
pengangaran bantuan ·sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal30

(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rineian
obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dianggarkan
dalam kelompok belanja langsung yang ditormulasikan kedalam program dankegiatan,
yang diuraikan kedalam jenis belanJa barang dan Jasa, obyek belanja bantuan sosial barang
berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan ,incianobyek
belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan
padaSKPD.

(3) Dalam rineian obyek belanJa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2)
dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal31

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal32

(1) Kepala daerah menetapkan dattar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan
kepala daerah berdasa.rkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial
yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
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(4) Oalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nllal sampal dengan Rp5.000.000,OO (lima
juta rupiah) pencalrannya dapat dllakukan melaiui mekanlsme tambah uang (TU).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerlma bantuan soslal sebagaimana dlmaksud
pada ayat (4) dilengkapl dengan kultansi buktl penerimaan uang bantuan soslal.

Pasal33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan $O$lal sebagalmana dlmaksud dalam Pasal
3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Baglan Keempat
Pelaparan dan PertanggungJawaban

Pasal34

(1) Penerlma bantuan soslal berupa uang menyampalkan laporan pengunaan bantuan soslal
kepada kepala daerah melalul PPKO dengan tembusan kepada SKPO·terkait.

(2) Penerlma bantuan 50slal berupa barang menyam.palkan laporan penggunaan bantuan
50sial kepada kepala daerah melalul kepala SKPD terkait.

Pasal35

(1) Bantuan sosial berupa uang dleatat sebagal reallsasi jenis belanja bantuan 505181 pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2) Bantuan 50slal berupa barang dieatat sebagal reallsasl obyek belanja bantuan 505181 pada
Jenis belanJa barang dan jasa dalam program dan keglatan pada SKPD terkaft.

Pasal36

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:

a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
dlterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti
serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal37

(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan
bantuan sosial yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima
telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan
bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi
penerima bantuan sosial berupa barang.

(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada kepal~ daerah paling lambat tanggal10 bulan Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
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(4) PertanggungJawaban sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf c dislmpan dan
dipergunakan oleh penerlma bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal38

(1) Realtsasl bantusn sosIal dlcantumkan pada laporan keuangan pamefintah daerah dalam
tahun anggsran berkenaan.

(2) Bantuan 505lal berupa barang yang belum dlserahkan kepada penerima bantuan soslal
sampal dengan akhlr tahun -anggaran berkenaan dllaporkan sebagal persedlaan dalam
neraca.

Pasal39

(1) Reallsasl bantuan 50slal berupa barang dlkoAversikan sesual standar akuntansl
perrterlKtatian padatapora.. ,.._.Ian.,.n dendlull_lIkan -pada catatan atas IaPOran
kellanca" dalampenyusunan-la,.reA keuanganpemertRtatt daerata.

(2) Format konversl dan penIVAINt" Itantuan 505lal beN,a barang sebagalmana dimaksud
ayat (1) tercantum pada lamplran Peraturan Menterllnl.

BABV
MONITORING DAN EVAlUASI

Pasal40

(1) SKPD terkeit melekukan monitoring dan evaluasl atas pemberlan hlbah clan "antuan soslal.

(2) HasH monitoring dan evaluasi sebagaimana d'lmaksudpada ayet (1) disampalkan kepada
kapala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi
pengawasan.

Pasal41

Dal-am hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
terd·apatpenggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah
disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BABVI
LAIN-LAIN

. Pasal42

(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan danpenatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan
peraturan kepala daerah.

(2) Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur
pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 31 Desember 2011.
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(3) Pemerlntah daerah dapat menganggarkan hibah danbantuan 50slat apablla telah
menetapkan peraturan kepala daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BABVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal43

Dengan berlakunya Peraturan Menterllnl:

a. Pemberian hlbah dan bantuan soslal~~tuk ~hu~ 8rtp1r8n 2~11 tetap dapat dllaksanakan
sepanJang telah dlanggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun an_ran·2011.

b. Pen,.n_ran, pelaklanaan d."penfl~usahaan, pelaporandan perta~~~nfll~\¥8ban serta
monitoring dan evaluasl pem~rlan hlbah dan bantuan sosla' mulal taflunan_raiI 2012
berpedoman pada Peraturan Menterllnt.

IAfJ·VlII
KETENPENUTUP

.....·44

PeraturanMenterl Inl mulal berl.ku "••••....,.....kan.
Agar setiap o.rang dapat mengetahulnya memerlntahkan pengundangan PeraturanMenteri Ini
dengan penempatannya dalam lentaNegara.

Dltetapkan dl Jakalta
••d.t.aft._'27JIIII~011
M·ENTERIDALAM NEGERI,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
Pada tan"al 28 JuU 2011
MENTERI HUKUM DANHAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 450

 

 



( SALINAN]

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATASPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI N.9MOR 32 TAHUN
2011· TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pelaksanaan
pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dati
APBD, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah- dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan· Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3298);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Taplbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48.44);
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penganggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 ~entang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5202);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa .kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANGPEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBE~

DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam. Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 32 Tahun 2011
~entang PedoIJ:lan Pemberian Hibah-' dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut:·

1: Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (I)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,
obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

(2) Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud
pada ayat {I} meliputi:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah daerah lainnya;

c. Perusahaan daerah;

d. Masyarakat; dan

e. Organisasi kemasyarakatan.

(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan
kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang
dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja
hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat
pada SKPD.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal IIA,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasall1A

(1) Kepala Daerah mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hibah dalam Lampiran III Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD.

(2) Format Lampiran III Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.1 Peraturan Menteri ini, sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD.

3. Pasal21 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal21

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan
Menteri ini.

4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 1 (satu) Pasal barn yaitu Pasal 23A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal23A

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu danjatau keluarga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, terdiri dari bantuan sosial
kepada individu danjatau keluarga yang direncanakan dan yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosia!
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosia! yang lebih besar
bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

(4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran
yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

5. Ketentuan Pasa! 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal30

(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosia!, obyek belanja bantuan sosial, dan
rincian obyek belanja bantuan sosia! pada PPKD.
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(2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosia!
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. individu dan/atau keluarga;

b. masyarakat; dan

c. lembaga non pemerintahan.

(3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan
sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

6. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal barn yaitu Pasa! 30A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal30A

(1) Kepala Daerah mencantumkandaftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran bantuan sosia! dalam Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD, tidak termasuk bantuan sosia! kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Format Lampiran IV Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1.2 Peraturan Menteri ini, sebagai bagi~
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD.

7. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan
1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal32

(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sasia!
dengan keputusan kepalCl: daerah berdasarkan peraturan daerah tentang
APBD dan peraturan kepala daerah ·tentang penjabaran APBD.

(2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosia! didasarkan pada daftar
penerima bantuan sasial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (I), kecuali bantuan sasial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23A.

(2a) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23A didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/ atau
keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang
berwenang serta mendapat persetujuan kepala daerah setelah diverifikasi
oleh SKPD terkait.

(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran
langsung (LS).

(4) Dalarn hal bantuan sosia! berupa uang dengan nilai sampai dengan
Rp5.000.000,OO (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan mela1ui
mekanisme tambah uang (TU).

(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosia!
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti
penerimaan uang bantuan sosial.
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8. Diantara Pasa! 35 dan Pasa! 36 disisipkan satu Pasa! barn, yaitu Pasal 35A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal35A

(1) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosia! kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 32A paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran
berikutnya.

(2) Rekapitulasi sebagaimana dimakstld pada ayat (1) memuat nama penerima,
alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing
individu dan/atau keluarga.

9. Ketentuan Pasal 36 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat barn yaitu ayat (2),
sehingga Pasa! 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal36

(1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial
meliputi:

a. Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan· sosia! atau
surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;

b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan
sosial;

c. pakta integritas dari penerima bantuan sasia! yang menyatakan bahwa
bantuan sosia! yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

d. bukti transferjpenyerahan uang atas pemberian bantuan sosia! berupa
uang atau bqkti serah terima barang atas pemberian bantuan sosia!
berupa barang.

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf
c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu danjatau keluarga yang
tidak dapat direncanakan sebelumnya.

10. Ketentuan Pasal39 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal39

(1) Realisasi bantuan sosia! berupa barang dik9nversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan
pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan
pemerintah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosia! berupa barang
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan
Menteri ini.

11. Ketentuan Pasa! 42 ayat (2) dihapus, ayat (3) diubah, dan ditambahkan 2 (dua)
ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasa! 42 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal42

(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan
bantuan sosia! diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

(2) Dihapus
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(3) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila
telah menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

(4) Peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini, pallng lambat sebe1um
ditetapkan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(5) Dalam hal pengelolaan hibah danI atau bantuan sosial tertentu diatur lain
dengan peraturan perundang....undangan, maka pengaturan pengelolaan
dima.ksud dikecualikan dati Peraturan Menteri ini.

12. Ketentuan Pasal43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasa143

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, .pelaporan dan pertanggU.IJawaban serta monitorin.g dan evaluasi
pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 berpedoman pada
Peraturan Menteri ini.

Pasal II

PeraturanMenteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal21 Mei 2012
MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal22 Mei 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 540

Stdinan 'sesl18Jdengan aslinya
.~PALA.BfRO··HUK1JM
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